u

e G s

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/131 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/022 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI

Menimbang :

Mengingat

JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan

keuangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 911/022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Keuangan Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
911/059 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/022 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pertanian Dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka
Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a
sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 911/022 Tahun 2022 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pertanian Dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



3.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
138);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahhun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);



11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/022 Tahun
2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/059 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 911/022 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Keuangan Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
911/022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/059 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 911/022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Sekretaris Daerah Prsovinsi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10 Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

11. Pejabat Pengelola Keuangan vang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/131 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/022 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
2 3 4
. |SUPRIYANTO, SP., MP. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG Belanja Daerah
NIP. 19671023 199703 1 002 BERWENANG MENGESAHKAN SPJ]
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
. |BEKTI TRI UTAMI BENDAHARA PENERIMAAN - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
NIP. 19690405 199603 2 001 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
STAF SUB BAGIAN KEUANGAN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
MABRUR BENDAHARA PENGELUARAN 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
NIP. 19670312 199003 1 012 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
STAF SUB BAGIAN KEUANGAN - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
. |SRI MOERTINI BENDAHARA GAIJI - Fasilitasi Kunjungan Tamu
NIP. 19690614 198903 2 003 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
STAF SUB BAGIAN KEUANGAN 4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor




NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1 2 3 4
2 a. |EDI DARMANTO, SP. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
NIP. 19640623 198702 1 002 BIDANG TANAMAN PANGAN 1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung
Pertanian
b. [SRI PARYATI, A.Md BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
NIP. 19670512 199311 2 002 BIDANG TANAMAN PANGAN
STAF SUB BAGIAN KEUANGAN
3 a. |Ir. ANI MULYANI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
NIP. 19690624 199303 2 005 BIDANG HORTIKULTURA 1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung
Pertanian
b. [ANISA DAMAYANTI, SE. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
NIP. 19781106 201001 2 002 BIDANG HORTIKULTURA
STAF SUB BAGIAN KEUANGAN
4 a. |HERU DJATMIKA, S.Hut, M.SE PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
NIP. 19731031 199903 1 003 BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung
PERTANIAN Pertanian
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
b. [SARJIYAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
NIP. 19660413 200212 2 002 BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
STAF SUB BAGIAN KEUANGAN - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
5 a. |Ir. CISILIA SUNARTI, M.Sc PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
NIP. 19690119 199303 2 003 BIDANG PERKEBUNAN 1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
KEPALA BIDANG PERKEBUNAN - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung
Pertanian
b. |SRI NAWANGSIH, SE. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
NIP. 19670303 200701 2 012 BIDANG PERKEBUNAN
STAF SUB BAGIAN KEUANGAN
6 a. [DANI RAMDANI HARUN, SP., M.Si PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penyuluhan Pertanian
NIP. 19690131 199803 1 006 BIDANG PENYULUHAN, PASCA PANEN DAN BINA USAHA 1. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
KEPALA BIDANG PENYULUHAN, PASCA PANEN - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
DAN BINA USAHA 2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
b. [SITI RACHMAWATI,SE BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

NIP. 19700328 199003 2 004
STAF SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENYULUHAN, PASCA PANEN DAN BINA USAHA

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung
Pertanian




NIP. 19930320 202012 2 018
STAF BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA WILAYAH SEMARANG

LUKI HARYUNI, SE.

NIP. 19700213 198903 2 002

STAF BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA WILAYAH SEMARANG

BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH SEMARANG

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH SEMARANG

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1 2 3 4
7 a. |Ir. SURYONO BUDI SANTOSA, MM. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
NIP. 19690509 199403 1 005 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH SURAKARTA (1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
HORTIKULTURA WILAYAH SURAKARTA - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
b. |INDRI ASTUTI BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU - Fasilitasi Kunjungan Tamu
NIP. 19811214 201001 2 003 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH SURAKARTA - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
STAF BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN 2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
HORTIKULTURA WILAYAH SURAKARTA - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
c. |HARJANTI, SP. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
NIP. 19680930 199603 2 003 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH SURAKARTA Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
STAF BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
HORTIKULTURA WILAYAH SURAKARTA 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
8 a. |ARIS MUNANDAR, SP., MP. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
NIP. 19691225 199603 1 005 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH SEMARANG (1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
HORTIKULTURA WILAYAH SEMARANG - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
b. | TUKIYAH, SP. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU - Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.

Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan




NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1 2 3 4
9 a. |ENDANG TRI HARTATI, SP PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
NIP. 19660615 199603 2 003 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN BANYUMAS - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
b. [YULIANA, SP. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
NIP. 19950721 202012 2 010 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS - Fasilitasi Kunjungan Tamu
STAF BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN BANYUMAS - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS 2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
C. |TITI ARIWANTI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
NIP. 19810107 200901 2 002 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
STAF BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN BANYUMAS Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS - Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
10 a. |INDRI NUR SEPTIORINI, S.TP, MP. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
NIP. 19710907 199803 2 001 BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. |SATIYONO, SE. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

NIP. 19661123 198903 1 004
STAF BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NUR ALAM
NIP. 19810114 200801 1 004
STAF BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

BENDAHARA PENERIMAANAN PEMBANTU
BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan




NAMA/NIP/JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

2

3

4

. |Ir. HERAWATI PRARASTYANI, M.Si

NIP. 19680310 199303 2 005
KEPALA BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

. |[HERIYANTO, SH.

NIP. 19650724 200212 1 001
STAF BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NUR UBADILAH

NIP. 19720614 200901 1 001

STAF BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan

HERU CAHYA NUGRAHA, S.Hut, M.MA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

NIP. 19760419 200003 1 002 BALAI PELATIHAN PERTANIAN 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
. |ARI SUPARWATI BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
NIP. 19750504 200801 2 007 BALAI PELATIHAN PERTANIAN - Fasilitasi Kunjungan Tamu
STAF BALAI PELATIHAN PERTANIAN - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
MUHAMMAD SIROJULMUNIR, SE. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
NIP. 19780322 200901 1 006 BALAI PELATIHAN PERTANIAN Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
STAF BALAI PELATIHAN PERTANIAN - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Program Penyuluhan Pertanian
1. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani




NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1 2 3 4
13 a. |Ir. AGUS SUDJATONO PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
NIP. 19650806 199203 1 011 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
HORTIKULTURA WILAYAH SURAKARTA - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
b. |HARJANTI, SP. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU - Fasilitasi Kunjungan Tamu

NIP. 19760830 200801 2 008
STAF BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH

NUR CHAYATI, SP.

NIP. 19750227 199803 2 003

STAF BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

GUBERNUR JAWA TENGAH,
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